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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

P

KEPALA DESA TANUREJO ,

bahwa berdasarkan  Surat Keputusan  Bupati

Temanggung tentang Keadaan Darurat W abah Penyakit

Corona Virus / Covid 2019
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa, dan sebagal penjabaran RPJM Desa

Tanurejo Tanhun 2014 4U1LY, maxka periu disusun

Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Jangka wakty |

(satu) tahun dengan Peraturan Desa,

bahwa  berdasarkan perumbangan  sebagaimana

dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP Desa) Tahun 2020:

Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang



2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor57 i7);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Beilanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease
(COVID-19) sebagaimana telah di ubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Desease 2019 (COVID 19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2091.);
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 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan

mekanisme penyusuan Peraturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temangung Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten TemangungTahun 2014
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2014 Nomor 1);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2017
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013
Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temangung Tahun 2014 Nomor 10);



Tahun 2016 Nomor 04);

. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran
Desa Tanurejo Tahun 2019 Nomor 04)

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANUREJO
Dan
KEPALA DESA TANUREJO

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG REVIEW RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tanurejo Kecamatan Bansari

Kabupaten Temanggung.
Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

Tanurejo Tahun 2016-2019 (Lembaran Desa Tanurejo
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1aan Mmgunan Desa, Pembmaan Kemasyarakatan M
~ Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa

: ‘masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan
masyarakat.

Kewenangan iokai berskala Desa adaiah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan
oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang
muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan
fungsi perintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan —dan
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a keuangan tahunan pemerintahan desa. @g
h Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
warah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

- dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisi
Temanggung guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatf Temanggung adaiah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang
dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
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lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.



tetapkan Peraturan Desa ini adalah :

a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa
yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan
bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

b.

Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah

disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 1 (satu)
tahun.

BAB III
PRIORITAS (PENGGUNAAN DANA PAD DAN ADD)
UNTUK PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana PAD (Pendapatan Asli Desa dan ADD) , melalui:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pemberdayaan Masyarakat;

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana yang bersumber Dari Pendapatan Asli Desa (PAD)
dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
meliputi:

a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,

Tunjangan dan
Operasional Pemerintah Desa;

b. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;



Informasi Desa);
¥ an Masyarakat (Smart servise);
mmmsadaan buku Administrasi Desa;

n. Musyawarah Desa (stunting);

0. Indeks Desa Membangun (IDM)

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana yang bersumber dari PAD dan ADD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa,

sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya,
yang diantaranya dapat meliputi:

a.

=X

a o

=R

.
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Kelautan dan Perikanan;

Pertanian dan Peternakan;

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga;
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
Dukungan Penanaman Modali;

Perdagangan dan perindustrian;

. Pengembangan Ekonomi Desa (UED SP, BUMDes, UP2K PKK,Desa

Wisata, CPPD);
Rumah Desa Sehat (RDS)/ Forum Kesehatan Desa;

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan lainnya;

. Pos Kesehatan Desa (PKD) Polindes milik Desa;

Posyandu/posbindu;

m. Paket layanan konvergensi/stunting Desa;

Peningkatan kapasitas masyarakat Desa;

0. Kesenian dan kebudayaan local.
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. pemenuhan kebutuhan dasar;

19

C.

-ﬁembangunan Desa yaitu meningka
syarakat Desa dan Kkualitas hidup manusia Sserta
lh@gan kemiskinan, melalui:

pembangunan sarana dan prasarana Desa;

pengembangan potensi ekonomi lokal;

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

a, meliputi:

a.

2 o o

5 R o

-

pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
pengelolaan dan pembinaan Posyandu;

pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak pra sekolah;
Rehab RTLH;

Pemenuhan kebutuhan pangan;

Jamban sehat;

Ambulan Desa;

. Peningkatan kapasitas masyarakat Desa;

Paket layanan konvergensi Stunting desa :
Kesehatan ibu dan anak;

Konseling gizi terpadu;

Sanitasi

Perlindungan social;

Pendidikan anak usia Dini (PAUD).

Posbindu;

P oo el e S

Penanganan sampah;

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya;

m. Peningkatan kapasitas masyarakat;



T A PRRRG L inan penambahan tempat sampah
3.
k. Penyelenggaraan PAUD dan TPQ
L
m. Gorong-gorong;
n. Talud jaian;

0. Pengerasan jalan;

Perawatan Jaringan internet Desa,

Promosi Desa Wisata

p. Perpustakaan Desa,

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

¢ didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target

RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

a.

o

a o

5 R 0
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Penguatan Modal BUM Desa;
Penyelenggaraan PHBI dan PHBN
Pengadaan Perlengkapan Kesenian
pengelolaan lumbung Desa;
Pengembangan alat sewa-menyewa;,
pengembangan ternak secara kolektif;

pelatihan managemen Pemasaran dan Pasar Desa;

. pengembangan UMKM;

Green house
gerakan tani pekarangan;
peternakan Rumah Tangga;



upun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa;
d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
e. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
1) kelompok usaha ekonomi produktif;
2) kelompok perempuan;
3) kelompok tani;
4) kelompok masyarakat miskin;
5) kelompok pemuda; dan
6) kelompok lainnya.
f. peningkatan kapasitas masyarakat Desa;
g. pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
h. kesenian dan kebudayaan local,

i. kegiatan hasil komitmen Bursa Inovasi Desa Tahun 2019



BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PROPINSI (APBD 1)

Pasal 13

Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Propinsi yang bersumber dari APBD 1

untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya

ekonomi, dan Kemajuan kesenian dalam mendukung Kawasan Perdesaan,

sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya,

yang diantaranya dapat mencakup:

a. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa,;

b. Rehabilitasi Rumah Tak layak Huni;

c. Ketahanan Masyarakat;

Pasal 14

Review Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) TANUREJO merupakan

lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



‘ di Tanurejo
27 Maret 2020
RIS\DESA TANUREJO ,
N

LEMBARAN DESA TANUREJO TAHUN 2020 NOMOR 02



C. Arah Kebijakan

RENCANA PEMERINTAH DESA ;

A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh
Desa

5 B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui

kerjasama antar Desa dan pihak ke

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan  dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah.
B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI : PENUTUP
LAMPIRAN
a. SK Pelaksanaan Musrenbangdes.
b. Undangan Pelaksanaan Musrenbangdes.
c. Berita Acara Musrenbangdes.
d. Notulensi.
e. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB Des ( FORM. 1V )
f. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan (DURKP) Desa yang akan

ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2020 (Lampiran V)

Daftar usulan program dan Kegiatan Tahun 2020 yang akan diusulkan
dalam Musrenbang Kecamatan ( APBD Kabupaten )

Rencana kegiatan yang akan di usulkan dalam Musrenbang RKPD

Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBD Provinsi dan
APBN.
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1.Kondisi Geografi e

Desa Tanurejo merupakan salah satu desa di wilayah
Kecamatan Bansari dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara - Desa Watukumpul Kecamatan Parakan
b. Sebelah Timur . Desa Ringinanom Kecamatan Parakan
c. Sebelah Selatan : Desa Depokharjo Kecamatan Parakan
d. Sebelah Barat . Desa Gentingsari Kecamatan Bansari

Luas Wilayah Desa TANUREJO 51.10 Ha dengan rincian
terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGGUNAAN TANAH
ENO | PENGGUNAAN LUAS (Ha)
1 | Luas tanah pemukiman 6,10
2 | Luas tanah sawah 40.44
3 | Luas tanah kering/tegalan -
4 | Lain-lain I 4,56
7 | Total luas 51,10

Desa Tanurejo berada pada ketinggian 800 - 1200 meter dari
permukaan laut.

Secara administrasi Desa Tanurejo terbagi menjadi 2 (dua)
Dusun yang terbagi menjadi 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 7 (tujuh)
Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
NO NAMA DUSUN NAMA RW JUMLAH RT
it 2 , 3 4 i
1 | Dusun Tanurejo I RW 01 X
2 | Dusun Tanurejo II RW 02 4




B g —aTehun - | - 00 Ne

T B T 5 -9 Tahun 73
= e | 10 - 14 Tahun 56
o 15 - 19 Tahun 56

5 20 - 24 Tzhun 52

6 25 - 29 Tahun 73

7 30 - 34 Tahun 81

8 35 -39 Tahun 89

9 40 — 44 Tahun 74

10 45 - 49 Tahun 68

11 50 - 54 Tahun 59

12 55 - 59 Tahun 53

113 60 - 64 Tahun 23

14 65 - 69 Tahun 23

5 70 Tahun keatas 36
Jumlah 871

3.Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Tanurejo ditunjukkan masih
rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta
cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian
pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam
pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu
masyarakat Desa Tanurejo yang cenderung memiliki sifat ekspresif,
agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya
transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan
perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada
fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman
masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai
akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh
masyarakat.
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Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam
rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa b.es'erta
warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan

berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel
berikut:

Tabel 3.2.
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

'NO|  SARANA PENDIDIKAN JUMLAH ( BUAH )
T 2 3
1 | Gedung SD / MI 1
2 | Gedung TK / PAUD 1
3 | TPA-TPQ 1
JUMLAH 3

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Penduduk Desa Tanurejo 100 % beragama Islam dan Adapun jumlah
penduduk Desa TANUREJO berdasar agama/ kepercayaan dan sarana
ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH
NO AGAMA JUMLAH ( JIWA )
1 2 3
1 | Islam 871
2 | Kristen =
3 | Katholik =




fpada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6berikut:

Tabel 3.4.
SARANA KESEHATAN i,

HATAN JUMLAH
1 | Posyandu 2
2 | Bina Keluarga Balita 1
3 | Bina Keluarga Lansia 1
4 | Poshindu ‘ s ¥ ’:
S | PoliKlinik Desa (PKD) 1

Tabel 3.5.
SARANA TENAGA KESEHATAN
NO SARANA KESEHATAN = JUMLAH (BUAH)
1 2 ; 3 f
1 | Dokter R
2 | Perawat 7
3 |Bidan Desa ' 1
4 | Dukun Bayi terdidik ' 1
Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN
NO TINGKAT SEJAHTERA ' JUMLAH (KK
1 2 | 3
1 | Prasejahtera |
2 | Sejahtera 1 5% 2
3 | Sejahtera 2 21 g
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4.Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Tanurejo secara umum didominasi pada
sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi
tradisional(pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan
komoditas produk pertaniannya).Lahan pertanian yang ada di Desa
Tanurejo sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi
permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairanya dengan
irigasi permanen.Cara bertanam sudah cukup fariasi, tanaman padi
tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan
sayur-mayur.Hortikultura  menjadi  alternatif terbaru  untuk
peningkatan perekonomian warga.Disamping itu warga masyarakat
ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 4.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH (JIWA)
1 | Tidak Bekerja 49
2 | Buruh tani 182
3 | Pegawai Negeri Sipil 2
4 | Guru Non PNS 5
5 | Karyawan Swasta 4
6 | Pedagang 20
7 | Buruh harian lepas 2
8 | Pelajar dan Mahasiswa 115
9 | Kepala Desa 1
10 | Perangkat Desa 8
11 | Tukang Batu 21
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. 7ot Tabel4.2. EPRTRE

Simpan Pinjam (PUAP)

~ LEMBAGA PEREKONOMIAN o N

Kelompok Tani

Gapoktan

Kelompok Wanita Tani

IESE RS
W= =N —

Kerajinan meubel dan mesin
Rajang tembakau

6 Kerajinan anyam  Keranjang i
tembakau

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa
Tanurejo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi,
tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani holtikultura. Dari potensi
tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian,
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani.Disamping
itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian
khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan,
keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan
kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587),



i1,

12.

13.

SNomor 88, Tambahan Lemba.ran I\Ieg;am
, esia Nomor 5694)

1 Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
oman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

un 2014 Nomor2091 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);

. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17Tahun 2007

tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusuan

Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2007 Nomor 17);

. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1@ Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2 );

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
Kabupaten Temanggung tahun 2013-2019(Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2013Nomor 46);
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Sasaran 7.3 :
Tujuan 8

Tujuan 9

an Desa ini adalah : | ,
udnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan
lancar

. Tersedianya aparatur desa yang siap melayani

: Tersedianya prasarana kantor yang memadai

. Tewujudnya tata perencanaan desa yang baik

: Tersedianya data dan informasi desa

. Tersedianya Perencanaan pembangunan desa

: Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung

perekonomian  warga desa

Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai
Tersedianya jalan lingkungan yang baik
tersedianya jalan usaha tani yang baik

: Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik
: Tersedianya saluran air lingkungan warga

terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga

: Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga

Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian
masyarakat desa

Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa

: Meningkatnya pemasaran hasil produksi desa

Tersalurkanya hasil usaha produksi pertanian
masyarakat desa
Tersalurkanya hasil produksi industri rumah tangga

: Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam

penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut
dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama
kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

: Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana

yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM
Desa jangka waktu 6 {enam) tahun.



.2@1‘9?- .,se_h:mgga kami perlu  memasukkan sebagai prioritas
pembangunan di tahun 2020.

B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2019 terhadap RPJM Desa

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan
masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender
musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan
Desember tahun 2019 ditemukan beberapa permasalahan yang
memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum terkafer di tahun
2019. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat
kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan
identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2014-2019
maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

1. Bidang Kesehatan:

a. Belum adanya pembuangan limbah keluarga yang memenuhi
standar kesehatan;

b. Sebagian warga masyarakat belum mempunyai jamban keluarga,
MCK masih dibuang langsung ke saluran belum ada septiktang
dan sanitasinya belum optimal,

c. Sebagian warga miskin di Desa Tanurejo belum terjangkau
Jamkesmas;

d. Di wilayah desa Tanurcjo masih banyak warga yang belum
mempunyai sarana pembuangan sampah yang memadai;

e. Sarana pembuangan akhir yang belum memenuhi standar TPA;

Di wilayah Desa Tanurejo belum mempunyai ambulan Desa; dan

g. Di wilayah Desa Tanurejo belum maksimal peralatan yang ada di
PKD.

2.Bidang Pekerjaan Umum:
a. Belum sempurna dan memadai gedung sarana prasarana
pengolahan air bersih menjadi air kemasan;
b. JUT sejinggring masih sempit



esa masih kurang;
ang masih kurang; dan

Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih banyak yang
belum terjangkau program pembangunan;

b. Gapoktan belum mempunyai peralatan pertanian modern; dan

C. Kelompok tani di Desa Tanurejo masih banyak membutuhkan
bantuan saprodi dan pendampingan.

6. Bidang Ekonomi Masyarakat:

a. BUMDes Desa Tanurejo masih kekurangan baik kapasitas
pengurusnya dan permodalan,;

b. Simpan pinjam masih kekurangan modal,

c. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan
produk masyarakat;

d. Pengembangan lembaga ekonomi Desa, Ekonomi Kreatif dan
pariwisata;

7. Bidang kemasyarakatan :
a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat;
b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa;
c. Perlu adanya pelatian kerja untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
d. Pengadaan alat kesenian,
e. Peningkatan kapasitas Masyarakat Desa;

8. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan :

» Bidang penyelenggaraan pemerintahan
1. Belanja Pegawai;
2. Pengadaan Laptop 1 Unit dan finger print;
3. Pembinaan Aparat Pemdes;
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16.

» Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Penyelenggaraan TPQ dan PAUD
Penyelenggaraan Posyandu
Pengadaan alat komunikasi
Penyelenggaraan PHBI PHBN
Pengadaan Perlengkapan Kesenian
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9. Pembangunan penambahan tempat sampah

Perawatan Jaringan internet Desa;

Penyelenggaraan PAUD dan TPQ

Promosi Desa Wisata

Gorong-gorong;
Talud jalan;

Pengerasan jalan;

Perpustakaan Desa,

Pala
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Pengembangan usaha miko kecil menengah dan koperasi
. Peningktan produksi tanaman pangan
» Bidang Pembinaan Masyarakat

1.

sRiRop iy

R Oy on

Pembuatan profil desa;

Operasional LKM Desa;

Operasional karang Trauna / Pemuda;

Kegiatan lainnya yang menyangkut pembinaan masyarakat
desa (membina trantib masyarakat);

Kegiatan Linmas;

Pembinaan Lembaga Desa;

Operasional PKK;

Pembinaan Hansip;
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perekonomian desa

3“ adalah suatu kondisi dimana dalam penyelenggaraan

erintahan dan pembangunan dapat terpenuhinya kebutuhan

jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani
dengan sikap dan akhlak mulia yang sesual dengan pemahaman,
penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan
ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh proses
pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma agama.

3. “BERBUDAYA*  adaiah  suatu  kondisi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki budaya
sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan
tempat tinggal dan lingkungan perumahan dan budaya peduli atas
lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang
dl tasyatakat.

4.“SEJAHTERA“ adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan
batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas
kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat
karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan

pertahahml dan keamanan.

5.“PEMERINTAHAN YANG BERSIH® adalah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. MISI
Dalam mewujudkan visi “Desa TANUREJO vyang Agraris

Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan

Sejahtera Dengan Pemerintahan yang Bersih” maka langkah-langkah atau

upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1.Mewujudkan  perekonomian desa dengan  pertanian  yang
memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi ungguian desa yang
berwawasan lingkungan;

2.Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan
pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan
peningkatan fasilitas kehidupan beragama; i

3. Meningkatkain kapasitas lembaga keinasyarakatan desa  dadam
menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong
royong masyarakat dalam pembangunan desa;



- yang prima kepada masyarakat maka program yang ditetapkan
adalah:

a.

b
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Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

. Penetapan dan penegasan batas Desa;

Pengelolaan Informasi Desa;

. Peningkatan kemampuan prefesional aparat pemerintahan desa

yaitu Kepala Desa, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan
Desa BPD);

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik mewujudkan
kerja sama yang baik antar pemerintah desa Dan BPD sesuai
tugas pokok Dan fungsinya masing-masing;

Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan
desa;

Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat;

Penyertifikatan Tanah Kas Desa;

Pemilihan Kepala Desa;

Belanja Pegawai;

Pengadaan Leptop 1 Unit;

. Pembinaan Aparat Pemerintah desa;
. Pembinaan Lembaga Desa;

Penyusunan RPJMDes;

Profil Desa;

Peningkatan kapasitas Pemerintahan desa; dan
Pengadaan seragam Kantor.

b. Urusan Bidang Pembangunan Desa.

b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan
infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :

1. Pembangunan dan Pemeliharaan PAUD;

2. Pembangunan Taman Bermain milik Desa;



mbangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana
Kesehatan antara lain :
' Jamban Keluarga Sehat;

Paket layanan konvergensi STUNTING Desa;

Penanganan sampah;

Posyandu / Posbindu;

Pos Kesehatan Desa;

Sanitasi Lingkungan;

RTLH;

. Pelayanan dasar Kesehatan Desa (PKD,FKD,POSYANDU); dan
Penyediaan Peralatan di PKD.

RO A0 O

d. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Sarana prasarana
Pendidikan antara lain :
a. Pembangunan gedung PAUD; dan
b. Pengadaan sarana prasarana PAUD.

e. Pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pengembangan
Usaha ekonomi produktif antara lain :
a. Pembibitan tanaman pangan;
b. Gerakan tani pekarangan;
Pengembangan ekonomi Desa;
Pelatihan Pembuatan pupuk organik;
Pengembangan BUM-Desa; dan
f Peningkatan kapasitas Pokmas (melalui Pokmas Miskin}.
f. Urusan Kemasyarakatan
Dalam melaksanakan kebijakan  sosial budaya, ekonomi,
kemasyarakatan maka program yang ditetapkan adalah:
a. Peningkatan Pengembangan Masyarakat Desa;
b. Peningkatan Produksi Pertanian,
c. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian;
d. Peningkatan Produksi hasil peertanian;

o oo



- K pok seni | dan budaya; dan
S Kehmpok masyarakat lainnya.
d. pengadaaan alat kesenian.

h. Urusan Penanggulangan Bencana ( Wabah Penyakit COVID-19)
a. Operasional Gugus Covid tingkat Desa;
b. Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 ;
¢. Penangan Terdampak Penyebaran Virus COVID-19 ;
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an masyarakat (smart service);
Desa Membangun (IDMj;

. Verval Data RTM;

Pengadaan buku administrasi Desa;
SID ( Sistem Informasi Desa)

. pelatihan perangkat Desa dan BPD;
S.

penyusunan APBDes;

. Bidang Pembangunan ;

a.

S
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Pembangunan dan Pemeliharaan PAUD;
Pembangunan Taman Bermain milik Desa;
Pembangunan Senderan Jalan Rt 03/01 - Rt 03/02;
Betonisasi Jalan Rt 03/01 - Rt 03/02;

Pavingisasi Jalan Rt 01/01;

Pembangunan Plat Deker Rt 01/01

Jamban sehat, Jamban Keluarga dan Prasarana air bersih;
RTLH;

Pembangunan penambahan tempat sampah
Perawatan Jaringan internet Desa,;
Penyelenggaraan PAUD dan TPQ

Promosi Desa Wisata

m. Gorong-gorong;

10l
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p.

Talud jalan;
Pengerasan jalan;

Perpustakaan Desa;
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| Jamban Sehat;

b Pelatihan kelompok tani;
k. Pelatihan pemuda dan Olah Raga;

|. Penyusunan Profil Desa;

m. Pengelolaan SID;

n. Pengadaan alat kesenian,

0. Peningkatan kapasitas kader Kesehatan,

p. Pelatihan Administrasi keuangan berbasis Aplikasi.

5. Urusan Penanggulangan Bencana ( Wabah Penyakit COVID-19)
a. Operasional Gugus Covid tingkat Desa;
b. Pencegahan Penyebaran Virus COVID- 19 ;

¢. Penangan Terdampak Penyebaran Virus COVID-19.

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA MELALUI
KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA ;
1. Pengolahan air bersih;
2. Pengelolaan kebersihan lingkungan.

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA OLEH DESA
SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH;

1. Pembinaan KPMD



| "#5 Pavingisasi Jalan Rt 01 /01

pnisasi Jalan Rt 03/01 - Rt 03/02;

6. Pembangunan Plat Deker Rt 01/01

7. Jamban sehat, Jamban Keluarga dan Prasarana air bersih;

8. RTLH;

9. Pembangunan penambahan tempat sampah

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Perawatan Jaringan internet Desa:
Penyelenggaraan PAUD dan TPQ
Promosi Desa Wisata
Gorong-gorong;

Talud jalan;

Pengerasan jalan;

Perpustakaan Desa,

Penguatan modal BUM-Des;
Posyandu;

Pelatihan kader Desa;

Pelatihan managemen pemasaran dan pasar

Jamban sehat;

Ambulan Desa;

UMKM,;

Peningkatan kapsitas karang taruna,

Pembangunan wisata Desa.

Desa;
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tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des
! 3. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh
déla.m :le:l Pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah
JM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi
pm anaan .tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan s
penar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik
tahunan (rﬂusrenpgngdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des,
karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para

pelaku pembangunan desa.
KEPALA DESA EJO
SUMIYATI é



:SUPARD] DIPOYONO  dari BPD

- “PRASETYO 1.AKS0) i i
| NO  dari Sekretaris Desa
- Narasumber - LSUMIYAT]

> dari Kepala Desa
- AGUS SANTOSO dari LPMD

3.ENI SRININGSIH dari Pendamping Desa

ahasan dan diskysi terhadap materi atau topik selanjutnya seleruh

- ;
m memu kan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan
akhir dari pertemuan / musyawarah, yaity -

|. Kegiatan Prioritas, sasaran yang disertai tar
Kegiatan Prioritas Tahun 2020 Desy Tan
dalam Lampiran berita acara inj

2. Hasil kesepakatan musyawarah pleno Musrenbang Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Tahun
2020 dan Daftar Hadir Peserta Musrenbangdesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran
berita acara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
berita acara ini

3. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan Bansari
Tahun 2020

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

get dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Usulan
urejo Kecamatan Bansari sebagaimana tercantum
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